BABII
KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad

1. Definisi Akad

Kata Akad berasal dari kata a/-‘agd, yang berarti mengikat,
menyambung atau menghubungkan.**Akad atau perjanjian atau
kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang
terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara terminology figh , akad didefinisikan dengan:

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang
berpengaruh kepada objek perikatan”.*?

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat
maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”’.
Misalnya, kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain atau

merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata

“berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya

32 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 97
3 Abdul Rahman Ghazaly .et al., Figh...,50
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perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada
pihak yang lain (yang menyatakan qabul).’*

Dalam istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu
pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua
pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.35

Secara khusus akad berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab
gabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
Dalam akad biasanya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah
pihak yang ditandai dengan ijab qabul.

Dengan demikian ijab gabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan
untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan
yang tidak berdasarkan syara’ Karena itu, dalam Islam tidak semua
bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad,
terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari’at
Islam.*®
Abdul Aziz Muhammad Azzam berkata: ‘“setiap apa yang
diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakan

secara wajib, atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara

** Abdul Rahman Ghazaly .et al., Figh...,50-51.
> Ascarya, Akad dan produk bank syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 35
%Wahbah Zuhaili, A/-Figh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah, 420
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wajib, maka maksudnya adalah i/tizam (mengharuskan) untuk
menunaikan janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.*’
Sebagaimana dijelaskan dalam Al quran al-Maidah ayat 1 dan

Ali-Imron 76 di bawah ini:

353300 181 T5ale Ll

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

-

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji
yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Istilah ‘ahdu dalam Al quran mengacu kepada pernyataan
seseorang untuk mengerjakaan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan
sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang
dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju
maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang

tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa

janji tetap mengikat orang yang membuatnya.*®

Seperti ayat diatas yang menjelaskan berupa kewajiban atau

keharusan untuk menunaikan janjinya kepada sesama manusia dan kepada

37 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 16.
3 Ismail Nawawi, Figh Muamalah, (Jakarta : Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 31.
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Allah, dan barang siapa yang menepati janji yang dibuat maka dia adalah

orang yang bertakwa dan Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.>

2. Rukun Akad
Rukun akad dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan
untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang
bisa disamakan dengan itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi.*’
Menurut Mahzab Hanafi rukun akad hanyalah pernyataan kehendak
masing-masing pihak berupa 7jab dan gabul. Adapun hal lain yang
dipandang sebagai rukun, bagi Mahzab Hanafi dipandang sebagai hal-hal
yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak.”*!
Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk
akad itu ada empat™, yaitu:

a. Para pihak berakad (a/-‘agidan), adalah orang, persekutuan, atau
badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan
hukum.*

b. Objek akad (mahallul-‘agd) objek akad harus ada ketika terjadi akad,

harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserah terimakan,

walaupun barang itu ada dan dimiliki akid, namun tidak bisa

* Ismail Nawawi, Figh Muamalah, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 30.

* Ismail Nawawi, Figh ..., 34

*! Hasbi Hasan, Pemikiran dan perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer,
(Jakarta: Grahamata Publishing, 2011), 106.

*> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak bernuansa Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 27.
* Mardani, Figh Ekonomi..., 72.
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diserahterimakan maka akad itu akan batal. Harus sesuatu yang jelas
tidak gharar antara dua pelaku akad.**

Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘agd) adalah perbuatan
yang menunjukan terjadinya akad berupa 7jjab dan qabul Sighat
dilakukan dengan empat cara, lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan45
Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd) tujuan akad haruslah jelas dan tidak

bertentangan dengan syariat. *°

Syarat-syarat Akad

Syarat terbentuknya akad Zuhaily mengungkapkan pendapat Mazhab

Hanafi bahwa syarat yang harus ada dalam akad dapat dikatogorikan

menjadi syarat sah (shahih), rusak (fasid) dan syarat yang batal (batil)

dengan penjelasan sebagai berikut:

a.

Syarat sah (shahih), syarat yang sesuai dengan subtansi akad
mendukung dan memperkuat subtansi akad dan dibenarkan oleh
syara‘, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (“urf). Contoh dalam jual
beli itu harga barang yang diajukan oleh penjual, adanya hak pilih
(khiyar) dan syarat sesuai dengan ’“urf dan adanya garansi

Syarat Fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria
yang ada dalam syarat shahih, misalnya membeli mobil dengan uji

coba selama satu tahun.

* Ascarya, Akad dan produk bank ..., 35.
Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kenaca Prnada Media Group,

2005), 69.

* Mardani, Figh Ekonomi...,72.
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c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat
shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau
lainnya, akan tetapi akan menimbulkan dampak negatif.

Syarat akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu
akad bisa terjadi, syarat ini terbagi dua, yaitu:

a. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad.

b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam
sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai tambahan yang
harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya
saksi dalam pernikahan®’

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai akad
sebagai berikut:

1) Kecakapan para pihak, tidak sah akad orang yang tidak cakap
bertindak, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampuan
karena boros atau yang lainnya.

2) Persesuaian jjab dan gabul (kesepakatan)*®

3) Obyek akad dapat diserahkan,

4) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,

5) Obyek akad dapat di transaksikan )artinya berupa benda bernilai dan

dimiliki),

7 Ascarya, Akad dan produk bank syariah, 35.
®Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian ..., 98.
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6) Akad tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilakukan oleh orang
yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan
orang yang memiliki barang.*’

Syarat-syarat ini beserta rukun akad yang telah disebutkan diatas
dinamakan pokok (al-ashl). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka akad

semacam ini disebut akad batil.

4. Objek Akad
Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai
suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum
akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan,
atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda
meliputi benda begerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan
benda tak berbadan.”
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mabhallul ‘Aqd yaitu:
a. Objek akad harus ketika akad
Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah
dijadikan objek akad.
b. Objek akad dibenarkan oleh syari’ah
Pada dasarnya, benda yang menjadi objek akad haruslah memiliki

nilai dan manfaat bagi manusia.

®Wahbah Zuhaili, A/-Figh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah, 493-495
50 . ..
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian...., 190.
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c. Objek akad harus jelas dan dikenali
Satu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan
diketahui oleh akad. Hal ini bertujan agar tidak terjadi
kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan
sengketa.

d. Objek dapat diserahterimakan.
Benda yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad

terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.’’

5. Dampak-dampak Akad

Akad adalah suatu ikatan yang dijalin dan disepakati oleh kedua
belah pihak dalam suatu hal tertentu. Dalam melakukan suatu akadada
dampak-dampak yang timbul dari akad tersebut, yaitu hak dan kewajiban
para pihak. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban salah satu bagi
pihak lain begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak adalah hak
bagi pihak yang lain.

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas segala
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dalam Islam hak adalah kepentingan
yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang
diakui oleh syara’. Secara umum hak adalah sesuatu yang harus kita

terima.

*'Gemala Dewi, et al.. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana 2006), 60-61.
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Ulama Figh telah sepakat menyatakan sabab hak adalah syara’.
Namun adakalanya syara’ menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa
sabab dan adakalanya melalui suatu sebab. Maksud dari sebab dan
penyebab disini adalah sebab-sebab yang berasal dari syara’ atau diakui
ada syara’. Atas dasar itu menurut Ulama Figh sumber hak itu ada (5)
lima yaitu:

a. Syara’, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan.

b. Akad, seperti akad jual beli, hibah, wakaf dalam pemindahan hak
milik.

c. Kehendak pribadi.

d. Perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain, seperti ganti
rugi ketika merusak barang milik orang lain >

Kewajiban dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang harus
dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban dalam pengertian
akibat hukum dari suatu akad diistilahkan sebagai //tizam. Secara istilah
iltizam adalah hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan
sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”

Adapun yang menjadi sumber utama 7/tizam adalah:

a. Akad yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah
perikatan.

b. Kehendak sepihak, yaitu keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu.

>>Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 70-78
»Wahbah Zuhaili, A/-Figh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah, 538
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c. Perbuatan yang bermanfaat, seperti menolong orang yang
membutuhkan pertolongan.
d. Perbuatan yang merugikan, seperti ketika merusak barang milik orang

lain yang, yang merusak wajib mengganti barang tersebut.*

6. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam
Terdapat beberapa Asas dalam Hukum Islam yaitu:

1. Asas Ibahah (mabda’ al-Ibahah)
adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum.
Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang
melarangnya.

2. Asas kebebasan Beraqad ( mabda’ huriyyah al-ta’aqud)
Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum
yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad atau jenis
apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam
undang-undang syariah dan memasukkan apa saja dalam akad sesuai
dengan kepentinganya sejauh tidak berakibat makan harta sesama
dengan batil.

3. Asas konsensualisme (mabda’ al-radhaiyyah)
Menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan
tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya

formalitas-formalitas tertentu.

>*Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 82
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4. Asas janji mengikat
Dalam Al quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi
janji. Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada asasnya menunjukkan
wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (mabda’ al-tawazun fi al-mu’awadah)
Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam
bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan
perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang
diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam
memikul risiko.

6. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)
Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh
para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka
dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang
memberatkan.

7. Asas amanah
Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah
beritiqad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak
dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8. Asas keadilan
Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.
Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah al-qur’an

(QS Al Maidah ayat 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian
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yang dibuat oleh para pihak. Seringkali dizaman modern aqad ditutup
oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk
melakukan negosiasi mengenai klausula agad tersebut, karena klausula

aqad itu telah dibakukan oleh pihak lain.>

7. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian dalam prespektif hukum Islam harus dipenuhi sesuai dengan

Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 1 dan Ali Imran 76:

e b 8. o Do gE
553300 35l 1540 2l Gl

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Kalimat awal pada surat al-Maidah ayat 1 merupakan panggilan yang
mesra. Kata al-uqud adalah jamak dari kata “aqad” yang pada mulanya
berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagian dan

tidak terpisah dengannya.

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji
yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

*® Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83.
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Dan dalam ayat di atas yang memiliki artinya “penuhilah” dimana
dalam bahasa Arab disebut 77/ amr (kata-kata perintah) yang implikasinya
jika lafadz yang khusus dalam suatu nash yang di dalamnya mengandung
arti perintah maka menunjukan hukumnya adalah wajib.

Hadis Nabi Muhammad saw:

ol Y 5 el Gudl ¥ J) s e il JB JB &l ) e

Ol Ol daasa g sldll g aghy sl ol ) ) Jua )

Artinya: sesungguhnya aku tidak menyalahi janji, dan tidak

menahan utusan (H.R. Abu Dawud dan An-Nasai dan
disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad saw
selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Dengan demikian sebagai
seorang muslim seharusnya mencontoh nabi dalam hal membuat perjanjian.

Selain itu perjanjian itu wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat
pada perjanjiannya. Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika sesuai dengan

syari’at (bukan perjanjian yang menimbulkan mafsadat).

8. Berakhirnya Akad
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuanya.
Selain telah tercapai tujuannya, selain telah tercapai tujuannya akad
dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah
berakhir waktunya. Sebab-sebab terjadinya fasakh sebagai berikut:
a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan

syariat, akad yang fasid (rusak).
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b. Dengan sebab adanya khiyar syarat, khiyar ‘aib, atau kiyar ru’yah.

c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena
merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh ini
disebut igalah.

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi
pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Karena habis waktunya, seperti akad sewa menyewa berjangka waktu
tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.

g. Karena kematian.’®

B. Hibah
1. Pengertian Hibah
Hibah secara bahasa berasal dari bahasa Arab (%l') yang berarti
pemberian,”’ Kata hibah berasal dari kata “hububur rili’ artinya mururuha
(perjalanan angin).”® Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud
memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan.
Menurut Nasrun Haroen Secara etimilogi atau bahasa hibah berarti

pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam

% Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 102

7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,(Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), 1584.

¥ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah...,172
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mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan balasan apa
pun.”’

Kata hibah yang bentuk amr-nya hab terdapat dalam Al quran Ali
Imran ayat 38:
do do

(2P,
L

z - el

-~
oy
P

2o P s

™
a
.
-

Artinya: di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata:

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang

baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".®’

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang berarti
memberi dengan objek seorang anak.

Secara terminologi jumhur ulama mendefinisikan hibah:

Bl s Jie e S Baled iog A

yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu

benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih
tinggi.61

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang

kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya

pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

> Nasron Haroen, Figh...,82.
% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah..., 353.
S Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 342-343.
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Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah
bersedia melepaskan haknya atas benda yang diberikan, hibah merupakan
salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan
hukum.®

Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama

Hanabilah, yaitu:

e s lepius s N ia sy PRy

Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang
mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum
terhadap harta itu baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan
boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih
hidup, tanpa mengharapkan imbalan.®®

Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang
memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak
sebagai hak milik maka itu disebut /’aarah (pinjaman). Jika pemberian itu
disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.

Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang
diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad.

Nabi Muhammad saw. pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi

®2 Abdul Rahman Ghazaly,et al. Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

157.

5 Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina’, (Beirut: Maktabah al-Amiriyah, Jilid IV, 1982), 229
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kemudian Najasyi, meninggal dan ia belum menerimanya lalu nabi
mencabut kembali pemberiannya itu.**

Sementara Wahbah al-Zuhaily memberikan definisi tentang hibah sebagai

berikut:*®
Leglisde s S LB : oI Vi toe YULSd
“Hibah adalah suatu akad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa

mengganti pada waktu masih hidup.”

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari
238 Sy 55 A 5 35 5T WG G et i S R

“Hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah di jual menurut
kebanyakan ‘“atau” piutang dari orang ahli tabarru’ dengan tanpa
imbalan.”®

Sementara itu Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya figih
mazhab Syafi’i bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain
selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan

dan hibah dapat disebut sebagi hadiah.®’

Berangkat dari beberapa pemaparan definisi para ulama mazhab dan
para ahli hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah suatu

akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih

* Ahmaad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),466
*Wahbah al-Zuhaily, Figh al-Islam..., 5.

S6zainudin. Terjemahan Fathu al-Mu’in, Jilid I. (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo,
1994), 182

Tbnu Mas’ud dan Zainal Abidin, figih Mazhab Syafi’i(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.
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hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, oleh sebab itu hibah

merupakan pemberian yang murni.

2. Rukun dan Syarat Hibah
a. Rukun Hibah
Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu adaempat
yaitu:
1. Pihak penghibah (al- Wahib).
2. Harta yang dihibahkan (a/- Mauhub)
3. Shigat
4. Orang yang menerima hibah (Mauhub Lahu)
b. Syarat-syarat Hibah
Syarat orang yang menghibah (Pemberi Hibah)
1. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang
cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
3. Penghibah itu orang yang dewasa, berakal dan cerdas, tidak
disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini bedasarkan hadis
Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari
penyembah berhala.
4. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang
8

disyaratkan adanya kerelaan.’

Syarat Orang yang Diberi Hibah:

o8 Sayyid Sabiq , Figh al-Sunnah, juz 111,(Beirut: Dar al-Fikr , 2006), 985.
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Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi
hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya
masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang
diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia
masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya,
pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang
alsing.69

Syarat Benda yang Dihibahkan

1) Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung.

2) Harta itu memiliki nilai (manfaat).

3) Benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat
pelaksanaan akad.

4) Dapat dimiliki zatnya

5) Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara’
maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.

6) Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan.

7) Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus
bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama
Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa
sebagian rumah.

8) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya.”’

* Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: Alma’arif, 1988), 171.
70 Mardani, Figh Ekonomi, ...,343-345.
"' Abdul Rahman Ghazaly .et al., Figh..., 161-162.
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3. Dasar Hukum Hibah

Dalam menentukan landasan atau dasar hukum hibah dalam al
Quran secara eksplisit sulit ditemukan. Dalam al Quran penggunaan kata
hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah Swt. Hibah
sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikaan
antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama figh sepakat
bahwa hukum hibah itu sunnah.”® Hal ini didasari oleh nash al Quran dan
hadis Nabi.
1. Dalil al Quran

a. Qs. An-Nisa ayat 4

>
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Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian
dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap
lagi baik akibatnya.”

2. Dalil al Hadis

(ke oSUHly tslcdly ()l oly)) 132 135085

Artinya: Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling
mencintai. (HR. Bukhari Muslim)

2% o
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72 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 83.
BAl quranTerjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Mushat Marwah, (Bandung: Jabal,2009),77
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Artinya: siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang
bukan karena mengaharap dan meminta-minta, maka
hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena
itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.
(HR. Ahmad)

(el oSl il STuasl]

Artinya: seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu
akuakan menerimanya. Dan seandainya aku diundang
untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan
mengabulkan undangan tersebut. (HR Ahmad dan
Turmudzi).

Ayat-ayat Al quran dan hadis-hadis nabi diatas, merupakan sebagai
landasan atau dasar hukum tentang adanya hibah sekaligus merupakan

anjuran untuk menghibahkan sebagaian hartanya kepada orang yang lebih

membutuhkan semisal para fakir miskin.

4. Hikmah Hibah
Ketahuilah wahai orang pintar lagi berakal, sesungguhnya hikmah
disyariatkannya hibah adalah sangat besar sekali. Karena, hibah dapat
menghilangkan kedengkian dan menumbuhkan rasa cinta dalam hati, juga
menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian akal, keluhuran watak,
keistimewaan, dan kemuliaan.

Oleh karena itu Rasulullah bersabda,
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Artinya: “Saling memberi hadiahlah kalian semua, karena hadiah dapat
menghilangkan kedengkian™"*

Hikmah disyariatkan hibah (pemberian) sangat besar, karena hibah
itu bisa menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati dalam cinta
kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak,
kesucian tabiat, adanya sifat sifat yang tinggi, keutamaan, dan kemuliaan.

Hikmah disyaratkan oleh Islam mengandung beberapa Hikmah
yang sangat agung diantaranya adalah:”

a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong
dalam kebaikan.

b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.

c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi
antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang
lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh,
kebencian dan lain-lain.

d. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial.

e. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

74Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 486.
7 Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 121.



